
 

 

 

BUPATI SUKOHARJO 

PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO 

NOMOR 50 TAHUN  2023 

TENTANG  

 
 

 

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 27 
TAHUN 2020 TENTANG PENGALOKASIAN DAN TATA CARA 

PEMBAGIAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN 
RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI  SUKOHARJO, 
 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Lampiran Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang 
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2023, dijelaskan pemerintah 

kabupaten/kota menganggarkan belanja bagi hasil pajak 
dan retribusi daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 

10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah 
dan retribusi daerah kabupaten/kota pada tahun 2023 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, maka Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 27 
Tahun 2020 tentang Pengalokasian dan Tata Cara 
Pembagian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah Kepada Desa sebagaimana telah diubah beberapa 
kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 

2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati 
Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengalokasian dan Tata Cara 

Pembagian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah Kepada Desa, perlu diubah;  

 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati 

Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengalokasian dan Tata Cara 
Pembagian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah Kepada Desa;  
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan 
Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan 
Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-
Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah 
(Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 2757); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 
tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6736); 
 

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6856); 
 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang  Hubungan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6757); 
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 

11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6321); 

 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322);  

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 

tentang  Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun  
2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 

(Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 
10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo 

Nomor 179); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 
2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 187) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 
2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 252); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 

2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 191) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 

2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2011 tentang 

Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo 
Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Sukoharjo Nomor 289); 
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12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 

12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo 
Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 

307); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 
2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 

300); 

14. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 27 Tahun 2020 tentang 

Pengalokasian  dan  Tata Cara Pembagian Dana Bagi Hasil 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita 
Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 20) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2020 tentang 
Pengalokasian dan Tata Cara Pembagian Dana Bagi Hasil 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita 
Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 44); 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN  BUPATI  TENTANG  PERUBAHAN KETIGA ATAS 

PERATURAN BUPATI NOMOR 27 TAHUN 2020 TENTANG 

PENGALOKASIAN  DAN  TATA CARA PEMBAGIAN DANA BAGI 

HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA 

DESA. 

 
Pasal I 

 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 
2020 tentang Pengalokasian dan Tata Cara Pembagian Dana Bagi 

Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita 
Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 20) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2020 tentang 
Pengalokasian dan Tata Cara Pembagian Dana Bagi Hasil Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah 

Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 44) diubah sebagai 
berikut: 
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1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
 

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo. 

2. Bupati adalah Bupati Sukoharjo. 
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 

4. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset 
Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPAD adalah Badan 

Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah 
Kabupaten Sukoharjo. 

5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan 
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat 

setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak 
asal/usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan 

dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. 

6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah 
kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang 
pribadi atau Badan   yang bersifat memaksa berdasarkan 

Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan 
secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah 

bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 
7. Retribusi   Daerah   yang   selanjutnya   disebut   

Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran 
atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus 
disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah daerah 

untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 
8. Dana   Bagi   Hasil   Pajak   dan   Retribusi   Daerah   yang 

selanjutnya disingkat DBHPRD adalah bagian Desa yang 
berasal dari penerimaan Pajak dan Retribusi. 

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 
selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan 
tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan 

Daerah. 
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya 

disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan 
pemerintahan Desa. 

11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa 
yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu 
berupa uang dan barang yang berhubungan dengan 

pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. 
12. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat 

RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah 

yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh 

penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran 

daerah pada bank yang ditetapkan. 
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13. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD 

adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintah 
Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan 

digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa 
pada bank yang ditetapkan. 

14. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan 

yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, 
pelaporan, dan pertanggung jawaban keuangan Desa. 

15. Bendahara adalah unsur staf sekretariat Desa yang 
membidangi urusan administrasi keuangan untuk 

menatausahakan keuangan Desa. 
16. Penerimaan Desa adalah uang yang berasal dari seluruh 

pendapatan Desa yang masuk ke APB Desa melalui RKD. 

17. Pengeluaran Desa adalah uang yang dikeluarkan dari APB 
Desa melalui RKD. 

18. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya 
disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola 

Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan 
pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara  
umum  Daerah  dalam  hal  ini  Kepala BPKPAD. 

19. Bendahara   Umum   Daerah   yang   selanjutnya   
disingkat BUD   adalah   PPKD   yang   bertindak   dalam   

kapasitas sebagai bendahara umum Daerah. 
20. Pengguna     Anggaran     adalah     pejabat     pemegang 

kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan 
tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang 

dipimpinnya. 

21. Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang 

selanjutnya disingkat   PPK-PD   adalah   pejabat   yang   

melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada 
Perangkat Daerah. 

22. Bendahara  Pengeluaran  adalah  Bendahara  pengeluaran 
BPKPAD yang mengelola belanja dana bunga, belanja 
subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja 

bagi hasil, belanja bantuan keuangan, belanja tidak 
terduga dan pengeluaran pembiayaan. 

23. Surat    Permintaan    Pembayaran    Langsung    yang 
selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang 

diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan 
pembayaran langsung. 

24. Surat  Permintaan  Membayar  yang  selanjutnya  

disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh 
pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk 

penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas 
beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran 

Perangkat Daerah (DPA-PD) atau Dokumen Perubahan 
Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPPA-PD). 

25. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat 

SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar 

pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan 

SPM. 
2. Ketentuan Pasal 11 dihapus.  
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3. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 13 

 

Penyaluran DBHPRD ke Desa dilakukan secara bertahap 

pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan: 

a. tahap I pada bulan November setelah alokasi DBHPRD 

ditandatangani oleh PPKD berdasarkan realisasi Pajak 
dan Retribusi  sampai bulan Agustus; dan 

b. tahap II pada bulan Desember setelah alokasi DBHPRD 

ditandatangani oleh PPKD berdasarkan realisasi Pajak 
dan Retribusi sampai dengan 31 Oktober. 

 

4. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 14 

 

(1) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 

menginformasikan bahwa Desa sudah menetapkan APBDes 
kepada Kepala BPKPAD. 

(2) Kepala BPKPAD memerintahkan Bendahara Pengeluaran 

membuat SPP-LS kepada BUD/Pengguna Anggaran melalui 
PPK. 

(3) PPK meneliti kelengkapan SPP-LS beserta persyaratan 
administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan 

setelah dinyatakan lengkap dan benar, menyiapkan SPM-LS 
untuk diajukan kepada BUD/Pengguna Anggaran untuk 
ditandatangani. 

(4) SPM disampaikan kepada Kuasa BUD untuk diterbitkan 
SP2D. 

(5) SP2D dikirim pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa 
Tengah Cabang Sukoharjo. 

(6) PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang 
Sukoharjo memindahbukukan dari RKUD ke setiap RKD 
sesuai daftar penerima yang tercantum dalam lampiran 

SP2D. 
(7) Penerima DBHPRD bertanggung jawab penuh baik formal 

maupun material atas penggunaan dana yang diterimanya 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

 
5. Ketentuan Pasal 15 dihapus. 
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Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo. 

 
 

Ditetapkan di Sukoharjo 
pada tanggal 24 November 2023                 

BUPATI SUKOHARJO, 
 

ttd. 

 
ETIK SURYANI 

 

Diundangkan di Sukoharjo 
pada tanggal 24 November 2023 

 
 SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN SUKOHARJO, 

 
ttd. 

  
             WIDODO 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO 
TAHUN 2023 NOMOR 52 

 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 
 

 
TEGUH PRAMONO, SH, MH 

Pembina Tingkat I 

NIP. 19710429 199803 1 003 
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